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NUR HAKIKI (B 121 12 124), dengan judul “Tinjauan Yuridis tentang 
Mutasi Aparatur Sipil Negara  sebagai penerapan Penghargaan dan 
Penghukuman di Kota Makassar  ”. Dibimbing oleh Yunus Wahid 
selaku pembimbing I dan Anshori Ilyas selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan memahami 
pelaksanaan mutasi di Kota Makassar. Penelitian ini juga bertujuan untuk 
mengetahui dan memahami sejauh mana ketentuan pemberian 
penghargaan dan penghukuman dalam pertimbangan mutasi di Kota 
Makassar 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Adapun yang menjadi 
objek penelitian adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar,. 
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan 
narasumber pada lokasi penelitian yang kompeten dan relevan dengan 
topik yang diajukan. Pendekatan kedua adalah dengan memaparkan 
secara deskriprif berbagai hasil wawancara. 
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan mutasi di Kota 
Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip dasar pelaksanaan 
mutasi Pegawai Negeri Sipil. Adanya prosedur dan mekanisme mutasi 
yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan memberikan 
batasan untuk setiap kepala daerah agar tidak sewenang-wenang 
menetapkan wewenangnya dalam melakukan mutasi.kemudian 
Penerapan penghargaan dan penghukuman dalam pertimbangan mutasi 
dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar masih belum efektif dan 
berjalan sebagaimana mestinya. Kurang tepatnya Penjatuhan sanksi yang 
diberikan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran. Mutasi 
Pegawai Negeri Sipil baik yang berupa promosi ataupun demosi pada 
kenyataannya belum relevan dengan pemberian penghargaan dan 
penghukuman karena pemberian penghargaan dan penghukuman bagi 
Pegawai Negeri Sipil masih parsial dan insidentil.  
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A. Latar Belakang 
Arus reformasi telah berhasil menumbangkan rezim orde 
baru. Setelah terpuruk di bawah rezim totaliter selama lebih dari 3 
dasawarsa, Indonesia memasuki babak baru. Reformasi 
dilaksanakan diberbagai bidang untuk menciptakan pemerintahan 
yang memiliki legitimasi, demokratis, jujur, bersih, dan 
berwibawah1. 
Dengan melakukan reformasi birokrasi, mengubah perilaku 
birokrasi sehingga menjadi efisien, responsive, dan akuntabel, 
maka birokrasi pemerintahan dapat menyediakan lahan yang 
sangat subur bagi penguatan masyarakat sipil2 
Pembangunan nasional sebagaimana dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan 
untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya baik secara 
materil, maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Kebijakan otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-undang 
Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-
                                                          
1 Haw.Widjaja, 2001,Otonomi Daerah dan Daerah Otonom,PT RajaGrafindo Persada.Jakarta,Hal 
88. 
2 Soekarno,Fathorrasjid,dkk, 2006,Pelayanan Publik dari Dominasi ke Partisipasi, Forum kajian 
Ambtenaar Provinsi Jawa Timur & Airlangga University Press,Surabaya,Hal.51 
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undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
merupakan strategi baru yang membawa harapan dalam memasuki 
era reformasi, globalisasi serta perdagangan bebas. Hal-hal pokok 
yang menjiwai lahirnya undang-undang ini adalah demokratisasi, 
prakarsa dan pemberdayaan masyarakat serta terpeliharanya nilai-
nilai keanekaragaman daerah. Hal tersebut muncul oleh karena 
kebijakan ini dipandang sebagai jalan baru untuk menciptakan 
tatanan yang lebih baik dalam sebuah skema good governance 
dengan segala prinsip dasarnya. Undang-Undang Otonomi Daerah 
Nomor 32 Tahun 2004 berisi tentang kewenangan Pemerintah 
Daerah dalam menjalankan pemerintahannya termasuk 
kewenangan mengenai Pemerintah Daerah mengenai manajemen 
kepegawaian, yang terdapat dalam Bab V Pasal 129 sampai 135. 
Adapun deskripsi dari isi pasal tersebut adalah manajemen 
pegawai negeri sipil yang meliputi penetapan formasi, pengadaan 
pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, 
gaji dan tunjangan kesejahteraan, hak dan kewajiban hukum3. 
Perpindahan atau mutasi merupakan bagian dari 
pembinaan, guna memberikan pengalaman kerja, tanggung jawab 
dan kemampuan yang lebih besar pada pegawai.4 Tujuan utama 
dari adanya mutasi PNS adalah untuk meningkatkan efisiensi dan 
                                                          
3 Tjandra, W. Riawan, 2008, “Hukum Administrasi Negara”, Universitas Atma JayaYogyakarta, 
Yogyakarta, hlm. 148   
4 Burhannudin A. Tayibnapis, 1995, Administrasi Kepegawaian: suatu tinjauan analitik, Pradnya 
Paramita, Jakarta, hlm. 1992. 
3 
 
efektifitas dari kinerja PNS yang bersangkutan. Selain untuk 
pembinaan PNS, mutasi dapat dimungkinkan terjadi karena adanya 
penyerderhanaan atau pengembangan suatu instansi. Pelaksanaan 
mutasi PNS di daerah menjadi tugas dari Badan Kepegawaian 
Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Ketentuan mutasi yang diatur dalam Pasal 73 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu : 
(1) Setiap PNS dapat dimutasi dan/atau lokasi dalam 1 (satu) 
instansi Pusat,antar-Instansi Pusat,1 (satu) Instansi 
Daerah,antar-Instansi Daerah,dan keperwakilan Negara 
Republik Indonesia di Luar Negeri. 
(2) Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian. 
(3) Mutasi PNS antar Kabupaten/kota dalam satu provinsi 
ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan 
dari BKN 
(4) Mutasi PNS antar Kabupaten/kota antar provinsi,antar provinsi 
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan 
kepala BKN. 
(5) Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau 
sebaliknya, ditetapkan oleh badan BKN. 
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(6) Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh kepala BKN. 
(7) Mutasi PNS dilakukan dengan memerhatikan prinsip larangan 
konflik kepentingan. 
(8)Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada 
anggaran pendapatan dan belanja Negara untuk instansi Pusat 
dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Instansi 
Daerah5. 
Pemberian kewenangan di daerah ini bertujuan untuk 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan manajemen PNS di daerah. 
Mutasi merupakan bagian dari Pembinaan Kepegawaian. Guna 
pembinaan PNS  diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan yang 
dapat mengembangkan kemampuan pegawai bukan saja untuk 
menangani pekerjaan mereka pada saat itu tetapi juga untuk 
pekerjaan-pekerjaan mereka dimasa mendatang. Tujuan dari 
pembinaan PNS adalah untuk menjamin penyelenggaraan tugas-
tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan 
berhasil guna , diarahkan kepada pembinaan PNS dengan 
menggunakan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Hal yang 
paling penting dalam pembinaan PNS  adalah konsistensi terhadap 
kebijakan pemberian penghargaan (reward) dan penghukuman 
(punishment) dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang 
                                                          
5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
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disiplin yaitu penghargaan kepada siapapun Pegawai Negeri Sipil  
yang telah berprestasi dan memberikan yang terbaik dalam bentuk 
sekecil apapun dan penghukuman yang diberikan kepada siapapun 
yang melanggar dan dalam hal ini mutasi merupakan salah satu 
penerapan dari penghargaan dan penghukuman sebagai mana 
diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki 
standar yang baik maka harus adanya pembinaan disiplin terhadap 
Pegawai Negeri Sipil serta pemberian penghargaan kepada 
Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi dalam bekerja. Pemberian 
mutasi sebagai salah satu bentuk promosi ditujukan kepada 
Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk penghargaan dan mutasi juga 
dapat dilakukan sebagai demosi yang merupakan salah satu 
bentuk dari penerapan penghukuman. 
BKD Kota Makassar Sebagai Pelaksana Mutasi PNS, dalam 
hal ini BKD dituntut untuk profesional dalam pelaksanaan tugasnya. 
Dalam perkembangannya tidak sedikit kritik yang muncul terhadap 
pelaksanaan kewenangan Kepala Daerah dan pelaksanaan tugas 
BKD terutama dalam hal keadilan dan keterbukaan dalam 
pengambilan keputusan terhadap mutasi PNS. Mutasi di Kota 
Makassar  seringkali menjadi sorotan media masa, hal ini karena 
seringnya Pemerintah Kota Makassar melakukan mutasi PNS di 
6 
 
lingkungannya. Beragam pandangan masyarakat mengenai 
kebijakan pemerintah daerah terkait mutasi, diantaranya kentalnya 
pengaruh politik terhadap kebijakan mutasi. 
Berdasarkan uraian diatas penulis kemudian ingin 
mengangkat sebuah penelitian yang berjudul ”Tinjauan Yuridis 
Tentang Mutasi Aparatus Sipil Negara sebagai Penerapan 
Penghargaan dan Penghukuman di Kota Makassar’’ 
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang  diatas, maka dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut :  
1.  Bagaimana pelaksanaan mutasi  ASN yang berstatus PNS di 
Kota Makassar ? 
2.   Sejauh mana ketentuan pemberian penghargaan dan 
penghukuman di akomodir dalam pertimbangan ketentuan mutasi 
ASN yang berstatus PNS di Kota Makassar ? 
 
C. Tujuan  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan mutasi ASN 
yang berstatus PNS di Kota Makassar 
7 
 
2. Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana ketentuan 
pemberian penghargaan dan penghukuman dalam pertimbangan 
mutasi ASN yang berstatus PNS di Kota Makassar 
 
D.  Manfaat Penelitian 
Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang 
dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 
diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Kegunaan Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pembangunan 
hukum,khususnya hukum administrasi Negara yang berkaitan 
dengan Aparatur Sipil Negara dalam rangka memberikan kontribusi 
pemikiran bagi setiap komponen 
 
2. Kegunaan Praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
renungan bagi pejabat yang berwenang dalam hal pelaksanaan 









A. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang ASN 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan 
Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) 
menjadi Undang-Undang dalam sidang Paripurna. Hal ini menjadi 
titik tolak reformasi birokrasi di Indonesia. Perubahan manajemen 
birokrasi akan lebih ‘revolusioner’ dengan disahkannya UU ASN. 
Undang-Undang ASN dibentuk karena : Pertama, Dalam rangka 
pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan Negara 
sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur 
Sipil Negara yang memiliki integritas, professional, netral dan bebas 
dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan 
nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi 
masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat 
persatuan dan kesatuan bangsa  berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Kedua, pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara belum 
sesuai berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan 
kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan 
kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, 
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penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola 
pemerintahan yang baik. Ketiga, untuk mewujudkan Aparatur Sipil  
 
Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan 
Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban 
mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib 
mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip 
merit dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara. 
Keempat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-
pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian 
sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global 
sehingga perlu diganti6. 
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN) 
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015, Aparatur Sipil 
Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan 
Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah. Pegawai 
Aparatur Sipil Negara atau (Pegawai ASN) adalah Pegawai Negeri 
Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
                                                          
6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara  
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diangkat oleh pejabat pemerintahan atau diserahi tugas Negara 
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah  
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat 
sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina 
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 
 a. Pegawai Negeri Sipil  
Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat 
materill mencermati hubungan antara Pegawai Negeri dengan 
memberikan pengertian Pegawai Negeri setiap pejabat yang 
mempunyai hubungan dinas dengan Negara.7 Pegawai Negeri 
Sipil, Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti 
“orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan 
sebagainya), sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, 
jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada 
Pemerintah atau Negara.8  
Berkaitan dengan pengertian Pegawai Negeri atau 
seseorang dapat disebut Pegawai Negeri apabila memenuhi 
beberapa unsur yaitu: 
1. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;  
                                                          
7 Muchsan, 1982, ............Op.Cit., hlm. 12. 
8 W,J,S Poerwadarminta,1986,Kamus Besar Bahasa Indonesia,Balai Pustaka,hlm.702. 
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2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;  
3. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri;  
4. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Pengertian Pegawai Negeri, menurut Mahfud M.D dalam 
buku Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, terbagi dalam dua bagian 
yaitu pengertian stipulatif dan pengertian ekstensif (perluasan 
pengertian).  
1) Pengertian Stipulatif  
Pengertian stipulatif berlaku dalam pelaksanaan semua 
peraturan-peraturan kepegawaian, dan pada umumnya dalam 
pelaksanaan semua peraturan perundang- undangan, kecuali 
diberikan definisi lain.9 
2) Pengertian Ekstensif  
Pegawai Negeri berkaitan dengan pengertian stipulatif, ada 
beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri. Hal 
tersebut dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan 
sama dengan Pegawai Negeri, artinya di samping pengertian 
stipulatif ada pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu. 
Pengertian tersebut terdapat pada 10:  
                                                          
9 Ibid., 
10 Ibid., hlm. 10. 
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1. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 415-437 KUHP mengenai 
kejahatan jabatan. Menurut pasal-pasal tersebut orang yang 
melakukan kejahatan jabatan adalah yang melakukan kejahatan 
yang berkenaan dengan tugasnya sebagai orang yang diserahi 
suatu jabatan publik, baik tetap maupun sementara. Intinya, 
orang yang diserahi suatu jabatan publik itu belum tentu 
Pegawai Negeri, menurut pengertian stipulatif apabila 
melakukan kejahatan dalam kualitasnya sebagai pemegang 
jabatan publik, ia dianggap dan diperlakukan sama dengan 
Pegawai Negeri, khusus untuk kejahatan yang dilakukanya.  
2. Ketentuan Pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status 
anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah dan kepala desa. 
Menurut Pasal 92 KUHP, di mana diterangkan bahwa yang 
termasuk dalam arti Pegawai Negeri adalah orang-orang yang 
dipilih dalam pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan umum 
dan juga mereka yang bukan dipilih, tetapi diangkat menjadi 
anggota dewan rakyat dan dewan daerah serta kepala-kepala 
desa dan sebagainya. Pengertian  Pegawai Negeri menurut 
KUHP sangatlah luas, tetapi pengertian tersebut hanya berlaku 
dalam hal ada orang-orang yang melakukan kejahatan, atau 
pelanggaran jabatan dan Tindak Pidana lain yang disebut dalam 




3. Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi.  
4. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang 
Pembatasan kegaiatan Pegawai Negeri dalam usaha swasta.11 
Pengertian stipulatif dan ekstensif merupakan penjabaran 
atas maksud dari keberadaan Pegawai Negeri Sipil dalam hukum 
Kepegawaian. Pengertian tersebut terbagi dalam bentuk dan format 
yang berbeda, namun pada akhirnya dapat menjelaskan maksud 
pemerintah, dalam memposisikan penyelenggara negara dalam 
sistem hukum yang ada, karena pada dasarnya jabatan negeri 
akan selalu  berkaitan dengan penyelenggara negara yaitu 
Pegawai Negeri Sipil.  
b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya 
disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 
syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk 
jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 
pemerintahan.12 
 
                                                          
11 Ibid., 
12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
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2. Prinsip Aparatur Sipil Negara (ASN)  
Prinsip merupakan suatu pernyataan fundamental atau 
kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh 
seseorang/kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berfikir atau 
bertindak. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara diatur mengenai prinsip ASN sebagai profesi 
yang ditujukan untuk membetuk  
 
ASN yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan 
menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip ASN sebagai profesi 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara Pasal 3. 
ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut : 
a.Nilai dasar; 
b.kode etik; 
c.Komitmen,integritas moral,dan tanggung jawab pada pelayanan 
publik; 
d.kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; 
e.kualifikasi akademik; 





3. Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) 
Dalam konsep Good Goovernance, ASN dituntut memiliki 
equality, equity, loyalty, dan accountability .Tidak hanya itu, enam 
pokok integritas dalam birokrasi pemerintahan yakni kejujuran, 
konsistensi, ketegasan, kedisiplinan, cinta profesi dan prioritas 
profesi adalah poin-poin yang harus dipahami, diresapi dan 
diaktualisasikan dalam kehidupan Aparatur Sipil Negara14. Dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka perlu 
ditanamkan nilai-nilai dasar kepada pegawai ASN agar dapat 
menghasilkan pegawai ASN yang  
 
memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi 
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta 
mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 
Untuk itu maka dalam Undang-Undang ASN diatur mengenai nilai-
nilai dasar ASN. Nilai  
dasar ASN diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 
pasal 4 yaitu : 
a.Memegang teguh ideologi Pancasila 
                                                          
13 Modul Diklat Prajabatan,2014,Manajemen Aparatur Sipil Negara.Lembaga Administrasi 
Negara,Hal.6 




b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah 
c. Mengabdi pada Negara dan rakyat Indonesia 
d. Menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak 
e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian 
f.  Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif 
g. Memelihara dan menunjang tinggi standar etika yang luhur 
h. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada 
publik 
i. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan 
program pemerintah 
j. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, 
tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun 
k. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi 
l.  Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama 
m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja 
pegawai 
n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan 
o. Meningkatkan efektivitas system pemerintahan yang demokratis 
sebagai perangkat system karier15 
 
 
                                                          
15 Undang-Undang Nomor 5 Tentang Aparatur Sipil Negara  
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4.  Jabatan-Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN)  
Jabatan ASN terdiri atas: Jabatan Administrasi, Jabatan 
Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi. 
a. Jabatan Administrasi, yakni sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta 
administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan 
administrasi terdiri atas jabatan administrator, jabatan 
pengawas, dan jabatan pelaksana. 
- Pejabat dalam jabatan administrator sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 huruf a bertanggung jawab memimpin 
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta 
administrasi pemerintahan dan pembangunan. 
- Pejabat dalam jabatan pengawas ialah pejabat yang 
bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan 
yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. 
- Pejabat dalam jabatan pelaksana ialah pejabat  yang 
bertanggung jawab melaksanakan   kegiatan pelayanan 
publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 
b. Jabatan Fungsional,  yakni sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional dan 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan 




  terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional 
keterampilan. 
- Jabatan fungsional keahlian terdiri atas: 
a.  ahli utama 
b.  ahli madya 
c.  ahli muda 
d.  ahli pratama 
- Jabatan fungsional keterampilan terdiri atas: 
a. Penyelia adalah Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan 
keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk 
melaksanakan fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan 
jabatan fungsional keterampilan. 
b. Mahir adalah Pegawai ASN yang  diangkat berdasarkan  
keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk 
melaksanakan fungsi utama dalam Jabatan Fungsional. 
c. Terampil adalah Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan 
keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk 
melaksanakan fungsi lanjutan dalam jabatan fungsional 
keterampilan.  
d. pemula adalah Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan 
keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk 
pertama kali dan melaksanakan fungsi dasar dalam 
jabatan fungsional keterampilan. 
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c. Jabatan Pimpinan Tinggi, yakni sekelompok jabatan tinggi pada 
instansi pemerintahan. 
- Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri 
atas: 
a. Jabatan pimpinan tinggi utama meliputi kepala lembaga 
pemerintah non-kementerian. 
b. Jabatan pimpinan tinggi madya meliputi sekretaris jenderal 
kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, 
sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, 
sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, 
deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, 
staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala 
Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, 
Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, 
sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.  
c. Jabatan pimpinan tinggi pratama meliputi direktur, kepala 
biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris 
inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, 
inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah 
provinsi, 
sekretaris daerah kabupaten/kota,  kepala  dinas/kepala  
badan provinsi,   sekretaris   Dewan   Perwakilan   Rakyat 
Daerah, dan jabatan lain yang setara. 
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- Jabatan Pimpinan Tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi 
setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui: 
a. Kepeloporan dalam bidang: 
1.  keahlian profesional 
2.  analisis dan rekomendasi kebijakan, dan 
3.  kepemimpinan manajemen. 
b. Pengembangan kerja sama dengan instansi lain 
c.Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan 
melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.16 
B. Manajemen ASN 
Manajeman ASN dalam hal ini dimaksudkan sebagai 
pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang 
professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari 
intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. 
Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Pembina ASN 
dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pemindahan dan pemberhentian pejabat, selain pejabat pimpinan 
tinggi utama dan madya serta fungsional keahlian utama, kepada  
a. Menteri dan kementerian;  
b. Pimpinan Lembaga di LPNK;  
                                                          
16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
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c. Sekretaris Jenderal di secretariat Lembaga Negara dan Lembaga 
Non Struktural;  
d. Gubernur di Provinsi;  
e.  Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota.  
Berbeda dengan Undang-undang Pokok Kepegawaian, 
Undang-Undang ASN mencantumkan mengenai manajemen 
Pegawai ASN mulai dari rekrutmen hingga pension. Rekrutmen 
ASN dilakukan atas kebutuhan yang didasarkan pada analisis 
jabatan dan analisis kinerja. Seleksi dilakukan menggunakan 
Computer Assistant Test atau disingkat dengan CAT17. Dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 manajemen ASN 
berlandaskan pada asas: (a).Kepastian Hukum; (b).Profesionalitas; 
(c).Proporsionalitas; (d).Keterpaduan; (e).Delegasi; (f).Netralitas; 
(g).Akuntabilitas; (h).Efektif dan efisien; (i).Keterbukaan; 
(j).Nondiskriminatif; (k).Persatuan dan Kesatuan; (l).Keadilan dan 
Kesetaraan; dan (m).Kesejahteraan. 
Dalam konsep manajemen strategis sumber daya manusia, 
pendekatan yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil 
Negara ini adalah pengembangan potensi human capital bukan 
pendekatan administrasi kepegawaian. Pada prinsipnya strategi 
manajemen sumber daya manusia adalah rumusan mendasar 
mengenai pendayagunaan sumber daya manusia sebagai usaha 
                                                          
17 Artikel EDUKASI KEUANGAN  Edisi 23/2014 Hal : 7 
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mempertahankan dan meningkatkan kemampuan terbaik (prima) 
melalui tenaga kerja yang dimilikinya. Dalam konteks Undang-
Undang Aparatur Sipil Negara, konsep pengembangan human 
capital dapat dilihat dalam pasal 51 Undang-Undang ASN. Dalam 
Pasal tersebut menyatakan bahwa  Manajemen ASN 
diselenggarakan berdasarkan system merit. Manajemen ASN 
sendiri dalam Pasal 1 angka 5 didefenisikan merupakan 
pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang 
professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari 
intervensi politik, bersih dari praktik korupsi dan nepotisme. 
Selanjutnya sistem merit sendiri dalam Pasal 1 angka 22 
diidentifikasikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang 
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil 
dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, 
warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, 
umur, atau kondisi kecacatan18. 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 pada pasal 52 
dikatakan bahwa Manajemen ASN meliputi Manajemen PNS dan 
Manajemen PPPK. Manajemen PNS diatur dalam Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 2014 pasal 55. 
 
                                                          
18 Akhmad Aulawi,Penerapan Sistem merit dalam Manajemen ASN dan Netralitas ASN dari Unsur 
Politik dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.Jurnal RechhtsVindingOnline.Hal : 1 
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1. Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
a. Penyusunan dan penetapan kebutuhan 
Penyusunan dan penetapan kebutuhan dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur dalam pasal 56 yaitu (1) Setiap 
Instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis 
jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, 
(2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 
5 (lima) tahun yang diperinci per 1(satu) tahun berdasarkan 
prioritas kebutuhan, (3) Berdasarkan penyusunan kebutuhan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan 
kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS secara nasional. 
b. Pengadaan 
Dalam pengadaan  pegawai negeri sipil atau karyawan 
sebuah perusahaan, dalam teori administrasi/manajemen 
rekruitmen pegawai dikenal beberapa macam sistem, yang 
tentunya masing-masing memiliki kelebihan dan sekaligus 
kelemahan. Sistem pengangkatan tersebut, disetiap Negara 
mengalami perkembangan disesuaikan dengan perubahan hukum, 
demokrasi dan politik pemerintahan suatu Negara. Adapun macam-




1.Spoils system; adalah system pengangkatan pegawai 
berdasarkan atas pemilihan oleh penduduk, sistem ini baik pada 
negara-negara yang baru merdeka, dan lambat laun setelah 
Negara mapan, maka sistem ini tidak mampu lagi bertahan, 
karena jika semua pegawai dipilih melalui pemilihan dapat 
dibayangkan jika terjadi mosi tidak percaya kepada semua 
pegawai yang diangkatnya, sehingga bisa menimbulkan 
instabilitas organisasi Negara. 
2.Patronage system; adalah pengangkatan pegawai berdasarkan 
atas adanya hubungan subyektif, yaitu hubungan yang 
diperhitungkan antara subyek-subyeknya. Dalam system ini pada 
dasarnya terdapat    hubungan-hubungan subyektif, antara lain; 
(1) hubungan yang bersifat politik; (2)hubungan yang non-politik 
(nepotisme). 
3.Merit system; pengangkatan yang berdasarkan sistem ini bersifat 
lain dari pada kedua sistem sebelumnya. Sebab sistem 
pengangkatan yang dilakukan terhadap seorang pegawai 
berdasarkan; (1)Kecakapan; (2)Pengalaman; dan (3)Kesehatan 
sesuai dengan kriteria yang telah digariskan. Dalam menentukan 
kualitas ini harus dibuktikan dengan ujian, izin yang dimiliki dan 
keterangan-keterangan yang diperlukan untuk itu. Kebaikan 
sistem ini, antara lain; (1)Kesempatan bekerja selalu terbuka 
untuk umum; (2)Dapat diperoleh tenaga-tenaga yang cakap; (3) 
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Mendorong untuk maju bagi calon-calon yang belum memenuhi 
syarat. 
4.Carier system; sistem ini lazim pula disebut sitem meningkat, 
yaitu bagi pegawai-pegawai diberi kesempatan untuk 
mengembangkan bakat serta kecakapannya selama yang 
bersangkutan mampu bekerja dengan harapan secara bertahap 
dapat naik pangkat sampai mencapai tingkat kedudukan setinggi 
mungkin berdasarkan batas-batas kemampuan bagi yang 
bersangkutan.19 
5.Sistem karier dan system prestasi kerja; pembinaan karier pada 
asasnya mempunyai 2 sasaran timbal balik, yaitu; (1) Pembinaan 
karier harus ditujukan agar fungsi-fungsi dan tujuan organisasi 
dapat   dicapai  secara efektif dan efisien; (2) memberikan 
prospek yang baik bagi masa depan pegawai20. 
c. Pangkat dan jabatan 
Pangkat dan jabatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 pasal 68. Pangkat adalah kedudukan yang 
menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya 
dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai 
dasar penggajian yang merupakan penghargaan yang diberikan 





atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara. 
Sedangkan Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil 
dalam suatu organisasi Negara. Jabatan dalam lingkungan 
birokrasi pemerintahan yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai 
Negeri Sipil atau Pegawai Negeri yang telah beralih status sebagai 
Pegawai Negeri Sipil21. 
d. Pengembangan pola karier 
 Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 
Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier 
Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud pola karier PNS yang 
selanjutnya disebut Pola karier adalah pola pembinaan PNS yang 
menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan 
keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan 
dan pelatihan (Diklat) jabatan, kompetensi serta masa jabatan 
seorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu 
sampai dengan pensiun22. Dalam menyikapi sistem karier untuk 
selalu siap menggunakan kesempatan karier yang ada,harus 
dimulai dari perencanaan karier meskipun pada kenyataannya tidak 
selalu menjamin keberhasilan karier. Namun, karier harus tetap 
dikelola melalui perencanaan yang cermat agar siap memanfaatkan 
                                                          
21 Ibid.,hlm.52 
22 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pedoman 
Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil. 
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berbagai kesempatan karier ataupun memudahkan penyusunan 
personalia organisasi23Pengembangan Karier PNS dilakukan 
berdasarkan; (1)kualifikasi, (2)kompetensi, (3) penilaian kerja, dan 
(4) kebutuhan Instansi Pemerintah24 
f. Promosi 
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki struktural dapat 
diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang 
bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam 
jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya, kecuali 
pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang 
Presiden25 
g. Mutasi 
Kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan 
tergantung pada kesempurnaan dan kemampuan aparatur Negara, 
dalam hal ini adalah Pegawai Negeri. Kedudukan dan peranan 
pegawai dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah 
menentukan, sebab Pegawai Negeri merupakan tulang punggung 
pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Peranan 
dari Pegawai Negeri seperti diistilahkan dalam dunia kemiliteran 
yang berbunyi “Not the gun, the man behind the gun” yaitu bukan 
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120 




senjata yang penting melainkan manusia yang menggunakan 
senjata itu.26 Senjata yang modern tidak mempunyai arti apa-apa 
apabila manusia yang dipercaya menggunakan senjata itu tidak 
melaksanakan kewajibannya dengan benar.27 
1.Pengertian Mutasi 
Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 
2014 Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang 
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara 
tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki 
jabatan pemerintahan. Kegiatan memindahkan tenaga kerja dari 
suatu tempat ketempat kerja lain disebut mutasi..   
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Mutasi 
adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan yang lain. 
Sedangkan Menurut Wahyudi: “Mutasi atau transfer adalah 
perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang 
memiliki tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan sebelum 
mengalami pindahan kerja. Kompensasi gaji, tugas dan tanggung 
jawab yang baru umumnya adalah sama seperti sediakala”28. 
Mutasi diarahkan untuk mencapai peningkatan kinerja 
secara efisien dan efektif sebagai bagian dari usaha-usaha untuk 
mempercepat pencapaian tujuan, melalui penempatan orang yang 
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tepat pada tempat yang tepat, dengan tetap mempertimbangkan 
aspek pembinaan bagi aparatur daerah yang menitik beratkan pada 
sistem prestasi kerja. Mutasi pegawai dalam Undang-Undang ASN 
didasarkan atas landasan yang bersifat ilmiah, objektif dan hasil 
kerja, jumlah kesalahan yang dibuat serta absensi dan disiplin 
pegawai yang baik. Mutasi yang dilakukan untuk ASN yang 
berstatus PNS diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 
Pasal 73. Ketentuan mutasi yang diatur dalam Pasal 73 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu : 
(1) Setiap PNS dapat dimutasi dan/atau lokasi dalam 1 (satu) 
instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, 
antar-Instansi Daerah, dan keperwakilan Negara Republik 
Indonesia di Luar Negeri. 
(2) Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian. 
(3) Mutasi PNS antar Kabupaten/kota dalam satu provinsi 
ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan 
dari BKN 
(4) Mutasi PNS antar Kabupaten/kota antar provinsi, antar provinsi 
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 




(5) Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau 
sebaliknya, ditetapkan oleh badan BKN. 
(6) Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh kepala BKN. 
(7) Mutasi PNS dilakukan dengan memerhatikan prinsip larangan 
konflik kepentingan. 
(8) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada 
anggaran pendapatan dan belanja Negara untuk instansi Pusat 
dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Instansi 
Daerah. 
Istilah mutasi sendiri atau yang dalam beberapa literatur 
disebut pemindahan dalam pengertian sempit dapat dirumuskan 
sebagai suatu perubahan dari suatu jabatan dalam suatu klas ke 
suatu jabatan dalam klas yang lain yang tingkatannya tidak lebih 
tinggi atau lebih rendah (yang tingkatnya sama) dalam rencana 
gaji29. Dalam pengertian yang lebih luas konsep mutasi dirumuskan 
sebagai suatu perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang 
dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal (promosi/demosi) 
di dalam suatu organisasi30.  
2.     Prinsip Pemindahan (mutasi) 
Prinsip pemindahan (mutasi) adalah : 
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a. Kualifikasi, yaitu pemindahan dapat dilakukan apabila memenuhi 
aspek kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan 
b. kompetensi, yaitu proses pemindahan dilakukan dengan tes 
kompetensi yang meliputi tes psikologi, simulasi assesmet, dan 
wawancara perilaku serta penelusuran rekam jejak PNS. 
c.Adil dan Wajar, yaitu bahwa proses mutasi dilakukan sama 
kepada semua PNS dan memenuhi syarat mutasi 
d.Terbuka, yaitu proses mutasi dari mulai penerapan kebutuhan 
Formasi PNS Mutasi sampai ditetapkan SK (Surat Keputusan) 
Pemindahan atau mutasi. 
e.Akuntabilitas, yaitu bahwa proses mutasi yang dilakukan dapat 
dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum 
kepegawaian31 
 3.    Dasar Hukum Mutasi 
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang 
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil 
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3. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil. 
4.      Jenis-Jenis Mutasi 
- Mutasi secara horizontal  
- Mutasi secara vertical (promosi/demosi) 
Terkait dengan judul yang diangkat oleh penulis maka dalam 
pembahasan ini, penulis hanya akan menjelaskan mengenai mutasi 
secara vertical yang terbagi atas promosi dan demosi. 
 Promosi 
Pegawai negeri sipil yang menduduki struktural dapat 
diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang 
bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam 
jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya,kecuali 
pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang 
presiden.32 Pelaksanaan promosi jabatan dimaksudkan untuk 
meningkatkan motivasi kerja karyawan agar mau bekerja dengan 
perilaku kerja yang baik sesuai dengan yang dikehendaki oleh 
perusahaan guna meningkatkan produktivitas kerja perusahaan 
dan menjamin keberhasilan dari tujuan yang ingin dicapai. 
 




a. Pengertian Promosi  
Promosi adalah perpindahan yang memperbesar authority 
dan responbility karyawan kejabatan yang lebih tinggi didalam 
suatu organisasi sehingga kewajiban, hak, status dan 
penghasilannya semakin besar33.  
Ketentuan tentang Promosi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 pasal 72 yaitu: 
(1) Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif 
antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang 
dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, 
kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari 
tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa 
membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan. 
(2) Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama 
untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. 
(3) Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS 
dilakukan oleh pejabat Pembina Kepegawaian setelah 
mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Instansi 
Pemeritah 
(4) Tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dibentuk oleh pejabat yang berwenang34. 
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Hasibuan (2002) menjelaskan asas promosi harus dituangkan 
dalam program promosi secara jelas sehingga karyawan 
mengetahui dan perusahaan mempunyai pegangan untuk 
mempromosikan karyawan. 
 Kepercayaan 
Promosi hendaknya berasaskan pada kepercayaan atau 
keyakinan mengenai kejujuran, kemampuan, dan kecakapan 
karyawan bersangkutan dalam melaksanakan tugas-tugas 
dengan baik pada jabatan tersebut. Karyawan baru akan 
dipromosikan, jika karyawan tersebut menunjukkan 
kejujuran, kemampuan, dan keyakinan dalam posisi 
jabatannya. 
 Keadilan 
Promosi berasaskan keadilan, terhadap penilaian kejujuran, 
kemampuan, dan kecakapan semua karyawan. Penilaian 
harus jujur dan objektif tidak pilih kasih. Karyawan yang 
mempunyai peringkat terbaik hendaknya mendapatkan 
kesempatan pertama untuk dipromosikan tanpa melihat 
suku, golongan, dan keturunannya. Promosi yang 
berasaskan keadilan akan menjadi alat motivasi bagi 





Promosi harus berasaskan kepada formasi yang ada, karena 
promosi karyawan hanya mungkin dilakukan jika ada formasi 
jabatan yang lowong. Untuk itu harus ada uaraian pekerjaan 
(job description) yang akan dilaksanakan karyawan. Jadi, 
promosi hendaknya disesuaikan dengan formasi jabatan 
yang ada didalam perusahaan.35 
c. Dasar-dasar Promosi 
Hasibuan (2002) berpendapat program promosi hendaknya 
memberikan informasi yang jelas, apa yang dijadikan sebagai 
dasar pertimbangan untuk mepromosikan seseorang karyawan 
dalam perusahaan tersebut. Hal ini penting supaya karyawan 
dalam mengetahui dan memperjuangkan nasibnya. Pedoman 
yang dijadikan dasar untuk mempromosikan karyawan adalah: 
 Pengalaman 
Pengalaman yaitu promosi yang didasarkan pada lamanya 
pengalaman kerja karyawan. Pertimbangan promosi adalah 
pengalaman kerja seseorang, orang terlama bekerja dalam 








Kelebihannya adalah adanya penghargaan dan pengakuan 
bahwa pengalaman merupakan sesuatu yang berharga. 
Dengan pengalaman, seseorang akan dapat 
mengembangkan kemampuannya sehingga karyawan tetap 
betah bekerja pada perusahaan dengan harapan suatu 
waktu ia akan dipromosikan kejabatan yang lebih tinggi 
 Kecakapan 
Kecakapan yaitu seseorang akan dipromosikan berdasarkan 
penilaian kecakapan. Pertimbangan promosi adalah 
kecakapan, orang yang cakap atau ahli akan mendapatkan 
prioritas pertama untuk dipromosikan. 
 Kombinasi pengalaman dan kecakapan 
Kombinasi pengalaman dan kecakapan yaitu promosi yang 
berdasarkan pada lamanya pengalaman dan cakapan. 
Pertimbangan promosi berdasarkan lama dinas, ijazah  
pendidikan formal yang dimiliki, dan hasil ujian kenaikan 
golongan.36 
 Demosi 
Demosi adalah penurunan jabatan dalam suatu instansi 
dikarenakan berbagai hal. Demosi biasanya diberikan pada 
karyawan yang memiliki kinerja yang kurang baik atau buruk serta 




bisa juga diberikan sebagai hukuman atau punishment terhadap 
karyawan yang melakukan pelanggaran. 
h. Penilaian kinerja 
Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas 
pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. 
Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja 
pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan 
memperhatikan target capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, 
serta perilaku PNS. Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, 
terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kinerja 
PNS berada dibawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada 
Instansi Pemerintah masing-masing37. 
i. Penggajian dan tunjangan 
Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada 
PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Gaji PNS yang bekerja 
pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan 
dan belanja Negara. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan 
daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja 
daerah.38 
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PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, 
kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam 
melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. 
Penghargaan dapat berupa pemberian;(1) Tanda kehormatan; 
(2)Kenaikan Pangkat istimewa; (3)kesempatan prioritas untuk 
pengembangan kompetensi; dan/atau (4) kesempatan menghadiri 
acar resmi dan/atau acara kenegaraan.  
k. Disiplin 
Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran 
pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. Instansi 
Pemerintah wajib melaksanakan berbagai upaya peningkatan 
disiplin. 
l. Pemberhentian 
Pemberhentian pegawai negeri sipil adalah pemberhentian 
yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan 
sebagai Pegawai Negeri Sipil39. Jenis-jenis pemberhentian sebagai 
Pegawai Negeri Sipil terdiri atas pemberhentian dengan hormat 




sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemberhentian tidak dengan 
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil40 
m.Jaminan pensiun dan jaminan hari tua 
PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan 
jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. PNS diberikan jaminan pensiun apabila: 
 Meninggal dunia 
 Atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu 
 Mencapai batas usia pensiun 
 Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang 
mengakibatkan pensiun  
 Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat 
menjalankan tugas dan kewajiban. 
n. Perlindungan 
pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa : (a) 
Jaminan kesehatan; (b) Jaminan kecelakaan kerja; (c) jaminan 
kematian; (d) bantuan hukum. 
 
 





2. Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya 
disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 
syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk 
jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 
pemerintahan.41 Manajemen PPPK diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 pasal 93 yaitu : (a) Penetapan; (b) 
pengadaan; (c) penilaian kinerja; (d) penggajian dan tunjangan; (e) 
pengembangan kompetensi; (f) pemberian penghargaan; (g) 
disiplin; (h) pemutusan hubungan perjanjian kerja; (i) perlindungan. 
D. Ketentuan tentang Pemberian Penghargaan (Reward) dan 
Penghukuman (Punishment) 
1. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil  
a. Konsep Pembinaan Pegawai Negeri Sipil  
Pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil, atau 
pernyataan menjadi lebih baik, pembinaan menunjukkan adanya 
kemajuan, peningkatan, perubahan, evolusi atas berbagai 
kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu.42 
Pengertian di atas mengandung dua hal yaitu; pertama, bahwa 
pembinaan itu sendiri bisa berupa tindakan, proses, atau 
                                                          
41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 




pernyataan dari suatu tujuan; kedua, pembinaan bisa menunjukkan 
kepada perbaikan atas sesuatu. Pengertian lain dikemukakan oleh 
Rahardjo dkk, bahwa pembinaan dalam manajemen sumber daya 
manusia adalah upaya untuk menaikkan potensi dan kompetensi 
melalui pendidikan formal maupun informal, pembinaan menurut 
pengertian di atas, bertujuan untuk menggali potensi dan 
kompetensi pegawai.43 Potensi dan kompetensi pegawai perlu 
terus dibina agar dapat meningkatkan kualitas kerja. 
Pembinaan adalah proses mengarahkan yang dilakukan 
oleh seorang manajer untuk melatih dan memberikan orientasi 
kepada seorang karyawan tentang realitas di tempat kerja, dan 
membantunya mengatasi hambatan dalam mencapai prestasi 
optimal. Pembinaan erat kaitannya dengan kata membina, 
membimbing, yaitu proses pemberian dukungan oleh manajer 
untuk membantu seorang karyawan mengatasi masalah pribadi di 
tempat kerja atau masalah yang muncul akibat perubahan 
organisasi yang berdampak pada prestasi kerja.44 Pembinaan 
pegawai dapat diartikan sebagai suatu kebijaksanaan agar 
perusahaan (organisasi) memiliki pegawai yang handal dan siap 
menghadapi tantangan. Kegiatan dalam pembinaan yang dilakukan 
antara lain pembentukan sikap mental yang loyal, peningkatan 
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keterampilan dan kecakapan melaksanakan tugas organisasi.45 
Rencana pembinaan harus berkait dengan sistem penghargaan 
agar pegawai bersemangat untuk mengabdi dan setia kepada 
organisasi. 
 Pembinaan diberikan batasan yang sempit, yaitu upaya 
untuk meningkatkan kecakapan dan keterampilan karyawan melalui 
pendidikan dan pelatihan. Istilah pembinaan dalam administrasi 
kepegawaian diberikan pengertian yang luas, meliputi berbagai 
unsur kegiatan seperti pengembangan karier, perpindahan, 
pendidikan dan latihan, sampai dengan kesejahteraan di luar gaji. 
Pembinaan dalam konteks pembahasan administrasi kepegawaian, 
pembinaan pegawai diartikan sebagai proses pembentukan sosok 
pegawai yang diinginkan organisasi.46 Kegiatan pembinaan 
tersebut meliputi pembentukan sikap dan mental yang loyal dan 
setia pada pemerintah dan negara yang berlandaskan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945, serta peningkatan keterampilan 
dan kecapakan melaksanakan tugas organisasi. Langkah tersulit 
dalam pembinaan adalah mengubah sikap mental dan 
meningkatkan kemampuan mereka yang berkedudukan sebagai 
Pegawai Negeri.47 
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Pembinaan dalam perspektif yang lebih luas, dapat 
dikatakan bahwa pembinaan pada dasarnya merupakan bagian 
dari manajemen sumber daya manusia, yang intinya adalah 
bagaimana memberikan treatment terhadap sumber daya manusia 
yang ada, agar sesuai dan diarahkan untuk pencapaian tujuan 
organisasi.  
b. Tujuan Pembinaan Aparatur Sipil Negara 
Pembinaan aparatur Negara yang diorientasikan kepada 
kemampuan, kesetiaan, pengabdian dan tanggung jawab pegawai 
negari terhadap Negara dan bangsa, merupakan salah satu usaha 
untuk mengimbangi laju pembangunan dan menghadapi era 
globalisasi pasar bebas. 
Adapun yang menjadi tujuan dari pembinaan Pegawai 
Negeri adalah sebagai berikut:  
1. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas 
perintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil 
guna;  
2. Meningkatkan mutu dan keterampilan dan memupuk kegairahan 
kerja;  
3. Diarahkan menuju terwujudnya komposisi pegawai, baik dalam 
jumlah maupun mutu yang memadai serasi dan harmonis;  
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4. Terwujudnya pegawai yang setia dan taat kepada Pancasila dan 
Undang-undang Dasar 1945 dan terwujudnya aparatur yang 
bersih dan berwibawa;  
5. Ditujukan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi dan 
menjamin terciptanya kesejahteraan jasmani maupun rohani 
secara adil dan merata;  
6. Diarahkan kepada penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan 
pegawai secara teratur terpadu dan berimbang;  
7. Diarahkan kepada pembinaan dengan menggunakan sistem 
karier dan sistem prestasi kerja. 48 
Suatu pembinaan diarahkan agar : (1) pegawai dapat 
melaksanakan tugas- tugas secara berdaya guna dan berhasil 
guna; (2) mutu keterampilan pegawai meningkat sehingga dapat 
menjamin semakin berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas;  
(3) diperolehnya para pegawai yang setia dan taat kepada 
kepentingan perusahaan (organisasi), negara dan pemerintah; dan 
(4) terciptanya iklim kerja yang harmonis, serasi dan mampu 
menghasilkan produk yang bermutu dan optimal.49 Melihat 
besarnya peranan sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan 
organisasi, maka hadirnya para Pegawai Negeri Sipil yang memiliki 
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kecakapan dan keterampilan serta motivasi dalam diri masing-
masing individu sangatlah dibutuhkan, supaya tujuan organisasi 
yang telah ditetapkan tidak hanya menjadi dokumen historis saja 
tetapi juga harus dilaksanakan.50Pembinaan Pegawai Negeri Sipil 
ke depan diarahkan pada Pegawai Negeri Sipil yang netral, 
profesional, sejahtera, dan akuntabel. Pembinaan Pegawai Negeri 
Sipil dengan kata lain, diarahkan untuk meningkatkan 
profesionalisme, bersikap dan berperilaku jujur, bersih dan disiplin, 
bermoral tinggi, dan netral dari pengaruh partai politik.51 Pembinaan 
pegawai dalam penelitian ini difokuskan pada tiga hal, yaitu: 
pembinaan disiplin kerja, pembinaan karier dan pembinaan etika 
profesi, karena menurut Penulis, ketiga hal tersebut nantinya akan 
berpengaruh terhadap pelanggaran-pelanggaran disiplin yang 
dilakukan Pegawai Negeri Sipil. 
Pemerintah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, mengganti Peraturan 
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang sudah tidak sesuai dengan 
kebutuhan dan perkembangan keadaan, maka diberlakukanlah 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 tersebut, ditetapkan dalam Surat Edaran 
Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 
                                                          
50 Ibid., hlm. 206 
51 Miftah Thoha, Manajemen Kepegawaian Sipil………..Op.Cit., hlm. 7. 
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2010, yang menetapkan kewajiban dan larangan bagi Pegawai 
Negeri Sipil tersebut. Adapun kewajiban tersebut termuat dalam 
Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:  
1. Mengucapkan sumpah/janji PNS;  
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;  
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;  
4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;  
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS 
dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;  
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat 
PNS;  
7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan 
sendiri, seseorang, dan/atau golongan;  
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut 
perintah harus dirahasiakan;  
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk 
kepentingan negara;   
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10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila 
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau 
merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang 
keamanan, keuangan, dan materiil;  
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;  
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;  
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara 
dengan sebaik-baiknya;  
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;  
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;  
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 
mengembangkan karier; dan  
17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat 
yang berwenang.  
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan 
PNS Indonesia sebagai salah satu elemen personifikasi negara, 
telah diberikan keistimewaan untuk perlindungan terhadap 
profesinya, tentu disamping peningkatan kompetensi dan kualifikasi 
diri disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
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Aparatur Sipil Negara.52 Dibalik maksud baik pembuatan  Undang-
Undang ini, yaitu untuk menjadikan PNS sebagai sosok yang 
berintegritas, profesional, netral, apolitis, bebas KKN, nasionalis, 
dan sebagainya. 
Dalam memahami bentuk disiplin PNS, Pegawai Negeri Sipil 
sebagai abdi Negara perlu mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan membahas mengenai disiplin pegawai.  
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980 
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berisi tentang 
seluruh kewajiban dan larangan bagi PNS. Pada Tahun 2010, 
peraturan tentang Disiplin PNS disempurnakan lagi dengan 
keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 53 Tahun 2010 mengatur tentang disiplin PNS yang berisi 
tentang 17 kewajiban dan 15 larangan. Peraturan Pemerintah ini 
dibuat sebagai panduan tentang pemberian penghargaan (reward) 
dan penghukuman (punishment) pada PNS.  
Hal yang paling penting dalam pembinaan ASN adalah 
konsistensi terhadap kebijakan pemberian penghargaan (reward) 
dan penghukuman (punishment)  dalam rangka mewujudkan 
Pegawai Negeri Sipil atau yang disingkat PNS yang disiplin yaitu 
                                                          
52 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
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penghargaan (reward) kepada siapapun PNS  yang telah 
berprestasi dan memberikan yang terbaik dalam bentuk sekecil 
apapun dan penghukuman (punishment) yang diberikan kepada 
siapapun yang melanggar. Salah satu bentuk dari penerapan 
pemberian penghargaan (reward) dan penghukuman  (punishment) 
adalah dengan diterapkannya Mutasi pegawai. Pemberian 
penghargaan (reward) dan penghukuman (punishment) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
2. Penghargaan (reward) 
Penghargaan atau reward adalah sebuah bentuk apresiasi kepada 
suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari 
perorangan ataupun suatu lembaga. Dalam Undang-undang ASN 
juga diatur mengenai penghargaan. Pada pasal 82 Undang-
Undang ASN menjelaskan bahwa PNS yang telah menunjukkan 
kecakapan, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan 
tugasnya dapat diberikan penghargaan53. 
Bentuk-Bentuk Penghargaan : 
a. Tanda kehormatan 
b.kenaikan pangkat istimewa 
                                                          
53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 
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c.Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau 
d.kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan. 
3. Penghukuman (punishment) 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan disiplin 
pegawai negeri sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, 
larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan-
larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil, Pelaksanaan 
ketentuan-ketentuan peraturan tersebut, oleh Badan Kepegawaian 
Negara telah mengeluarkan suatu  
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 
2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.54 
Penghukuman atau punishment adalah sebuah cara untuk 
mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku 
yang berlaku secara umum. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 7 
diatur mengenai Tingkat dan jenis hukuman disiplin. Tingkat 
hukuman disiplin terdiri atas : 
- Hukuman disiplin ringan 
- Hukuman disiplin sedang 
- Hukuman disiplin berat 




Jenis Hukuman disiplin ringan terdiri atas : 
- Teguran lisan 
- Teguran tertulis 
- Pernyataan tidak puas secara tertulis 
Jenis hukuman disiplin sedang terdiri atas : 
- Penundaan kenaikan gaji sekala berkala selama 1 (satu) tahun 
- Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 
- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu ) 
tahun 
Jenis hukuman disiplin berat terdiri atas : 
- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 
- Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih 
rendah 
- Pembebasan dari jabatan 
- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
sebagai PNS 





                                                          





A. Tipe Penelitian 
Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara 
langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung 
penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang 
berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara 
dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan 
informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. 
B. Lokasi Penelitian 
Berdasarkan judul yang dipilih maka untuk mendapatkan 
data dan informasi yang diperlukan terkait dengan permasalahan 
yang akan dibahas, maka penulis melakukan penelitian di Balai 
Kota Makassar pada bagian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 
dan di Inspektorat Kota Makassar 
C. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah 
1.PNS di  Badan Kepegawaian Daerah Balai Kota Makassar 







Sampel dalam penelitian ini adalah : 
1. Kepala bidang Kinerja di Badan Kepegawaian Kota Makassar 
2 .Kepala bidang Pengembangan dan Kompetensi di Badan 
Kepegawaian Kota Makassar 
3. Kepala Bagian Perencanaan Inspektorat  Kota Makassar 
4. PNS yang pernah di Mutasi  (2 orang) 
 
D. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang dibutuhkan penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1.Data Primer, yakni data yang dikumpulkan atau yang diperoleh 
melalui cara penelitian lapangan, terutama dengan 
menggunakan metode wawancara yang berkaitan dengan 
permasalahan dalam penelitian ini.  
2.Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari literature, 
dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya 
yang relevan dengan materi penelitian.  
 
E.  Teknik Pengumpulan Data 
Data primer dikumpulkan dari penelitian dilapangan melalui 
teknik wawancara terhadap informan yang telah ditetapkan, 
sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan 
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terhadap bahan-bahan hukum,baik itu bahan hukum primer, 
maupun bahan hukum sekunder. 
F.   Analisis Data 
  Data yang diperoleh penulis dituangkan menggunakan 
metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode 
deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta 
menguraikan secara keseluruhan yang lebih menekankan pada 


















HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A.  Pelaksanaan Mutasi ASN yang Berstatus PNS di Kota 
Makassar 
 
Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan 
sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia Kota 
Makassar terletak antara 119o24’17’38’’ Bujur Timur dan 5o8’6’19’’ 
Lintang Selatan. Luas wilayah kota Makassar tercatat seluas 
175,77 km persegi yang meliputi 14 kecamatan,143 kelurahan,971 
RW dan 4.789 RT. 
Mutasi adalah suatu perubahan 
posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan baik secara 
horizontal maupun vertical (promosi/demosi) di dalam sebuah 
organisasi (SKPD). Tujuan mutasi secara umum adalah untuk 
penyegaran agar pegawai yang bersangkutan tidak jenuh, sebab 
secara teoritis kejenuhan dapat menurunkan produktivitas atau 
kinerja pegawai. Sistem mutasi terhadap pegawai memiliki 
beberapa prinsip yang harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan 
maupun kebutuhan lembaga karena setiap pegawai harus dapat 
menjalankan pekerjaannya sesuai dengan keahlian yang 
dimilikinya sehingga akan meningkatkan kinerja pegawai dan 
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meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Manajemen ASN 
diselenggarakan berdasarkan sistem merit.  
Manajemen ASN sendiri dalam Pasal 1 angka 5 
didefenisikan merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan 
Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, 
bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi dan 
nepotisme. Selanjutnya sistem merit  dalam Pasal 1 angka 22 
diidentifikasikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang 
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil 
dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, 
warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, 
umur, atau kondisi kecacatan56. 
Mutasi atau rotasi pegawai setelah di sahkannya Undang-
undang Nomor 5 Tahun 2014  dilakukan dengan sistem merit, 
dimana PNS bisa menempati jabatan sesuai dengan kualifikasi dan 
kompetensi tanpa membedakan latar belakang sebagaimana diatur 
dalam pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014. 
Dalam Pasal 73 angka satu (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 : setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 
(satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, (1) Instansi Daerah, 
antar-Instansi Daerah, dan keperwakilan Negara Kesatuan 
                                                          
56 Akhmad Aulawi,Penerapan Sistem merit dalam Manajemen ASN dan Netralitas ASN dari Unsur 
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Republik Indonesia ke luar negeri. Kemudian dalam Pasal 68 angka 
dua (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 : PNS dapat 
berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan 
Administrasi, dan Jabatan fungsional di Instansi Pusat dan Daerah 
berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan penilaian kinerja. 
Mutasi memiliki prinsip dasar dalam pelaksanaannya yaitu : 
a. Kualifikasi, yaitu pemindahan dapat dilakukan apabila memenuhi 
aspek kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan 
b. Kompetensi, yaitu proses pemindahan dilakukan dengan tes 
psikologi, simulasi assessment, dan wawancara perilaku serta 
penelusutan rekam jejak PNS. 
c. Adil dan wajar, yaitu bahwa proses mutasi dilakukan sama 
kepada semua PNS yang memenuhi syarat mutasi 
d. Terbuka, yaitu proses mutasi mulai dari penerapan kebutuhan 
formasi PNS mutasi sampa ditetapkan SK (Surat Keputusan) 
pemindahan mutasi. 
e. Akuntabilitas, yaitu bahwa proses mutasi yang dilakukan dapat 
dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum 
kepegawaian57 




 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak 
Munandar selaku Kepala Bidang Kinerja beliau menyatakan 
bahwa58 :  
“Mutasi dalam kepegawaian adalah hal yang biasa. Saat ini 
ada pejabat yang pensiun, untuk itu kita isi pejabat baru, 
agar pemerintahan tidak stagnan. Selain itu mutasi 
dimaksudkan agar terjadi penyegaran organisasi,dan untuk 





Mutasi jabatan di Kota Makassar dilaksanakan dengan 
tahapan dan prosedur sesuai aturan perundang-undangan yang 
berlaku. Hal ini  
juga ditegaskan oleh Bapak Munandar selaku Kepala Bidang 
Kinerja yakni : 59 
“Langkah-langkah dalam mutasi pejabat pertama yang kita 
lakukan adalah menginventarisir jabatan kosong melalui 
perhitungan pejabat yang akan mengalami pensiun. 
Kemudian menyusun draft mentah dengan masukan yang 
diperoleh dari Kepala SKPD lain maupun pimpinan yang 
bersifat instruktif dengan mengumpulkan bahan dan data 
pendukung dari data kepegawaian. Setelah itu semua calon 
yang diusulkan sudah siap BKD menjadwalkan rapat dengan 
anggota Baperjakat yang kemudian hasil dari rapat tersebut 
diserahkan kepada Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina 
Kepegawaian. Apabila dalam hal ini Kepala Daerah 
menghendaki adanya suatu perubahan maka dilakukan 
evaluasi kembali oleh BKD dan Baperjakat. Setelah evaluasi 
dilakukan diajukan kembali kepada Kepala Daerah untuk 
pengesahan setelah itu BKD mempersiapkan acara 
pelantikan, pengambilan sumpah dan serah terima 
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59  Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kinerja Bapak Munandar S.H.,M.Si (14 Januari 2016) 
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jabatan.Belum adanya Peraturan Pemerintah baru yang 
mengatur mengenai prosedur pelaksanaan mutasi sehingga 
kami masih menggunakan aturan lama” 
 
Dari hasil wawancara diatas penulis berpendapat bahwa 
keikut sertaan baperjakat dalam penentuan mutasi PNS 
seharusnya sudah tidak bisa lagi karena dalam Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 2015 tidak diatur mengenai Baperjakat tetapi tim 
penilai kerja pegawai yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang. 
Bapak Munandar juga menambahkan bahwa :60 
“Mekanisme pelaksanaan mutasi jabatan di Kota Makassar 
telah mengikuti aturan yang ditetapkan dan sesuai petunjuk 




yang dimutasi telah memenuhi ketentuan baik dari segi 
kepangkatan maupun kompetensi serta kualifikasi akademik” 
 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis berpendapat 
bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang prinsip-prinsip ASN yang 
diatur dalam pasal 3. Dalam Pasal tersebut diatur mengenai prinsip 
yang harus menjadi pedoman bagi PNS dan dalam hal ini mutasi 
sebagai salah satu bentuk dari pembinaan untuk PNS harus 
berpatokan pada prinsip-prinsip tersebut agar tidak terjadi 
kesalahan dalam menempatkan PNS dalam suatu jabatan. Serta 
                                                          




sudah sesuai dengan manajemen dari ASN yang diatur dalam 
pasal 51 Undang-undang ASN yang menjelaskan bahwa 
manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit. 
Sistem merit tersebut adalah kebijakan dan manajemen ASN yang 
berdasarkan pada kualifikasi,kompetensi,dan kinerja secara adil 
dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, 
warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, 
umur, atau kondisi kecacatan. 
 Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari Bapak Munandar 
selaku Kepala bagian Kinerja mengatakan bahwa61: 
 “dalam pelaksanaan mutasi untuk kenaikan jabatan 
dilakukan dengan tes kompetensi yang meliputi tes psikologi, 
simulasi assessment, dan wawancara serta penelusuran 
rekam jejak serta memenuhi kepangkatan untuk menempati 
jabatan tersebut” 
 
pelaksanaan mutasi dilakukan berdasarkan norma atau 
standar kriteria tertentu. Pelaksanaan mutasi juga berdasarkan 
pada kebutuhan riil/nyata dan berorientasi pada formasi riil 
kepegawaian yang terbukti dengan adanya database jabatan yang 
lowong yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota 
Makassar. 
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TABEL JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG 
MENDAPAT MUTASI JABATAN PERIODE TAHUN 2015 DALAM 
LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR 
 
NO JENIS MUTASI JUMLAH KET 
1 PROMOSI   
 a. Esselon II.b – Esselon II.a 
b. Esselon III.a – Esselon II.b 
c. Esselon III.b – Esselon III.a 
d. Esselon IV.a – Esselon III.b 
e. Esselon IV.b – Esselon IV.a 
f. Staf – Esselon IV.a 
g. Staf – Esselon IV.b 










2 PERGESERAN   
 a. Esselon II.a – Esselon II.a 
b. Esselon II.b – Esselon II.b 
c. Esselon III.a – Esselon III.a 
d. Esselon III.b – Esselon III.b 
e. Esselon IV.a – Esselon IV.a 










3 DEMOSI 74  
4 NON JOB (STAF) 3  
 TOTAL 226  




Dari table diatas menunjukkan bahwa jenis mutasi yang 
terkait dengan promosi jabatan itu terdapat 102 orang. mutasi yang 
bersifat pergeseran terdapat 47 orang, yang dilakukan dengan 
pertimbangan adanya penyegaran organisasi dan re-organisasi. 
Untuk mutasi yang bersifat demosi atau penurunan jabatan 
terdapat 74 orang. Serta ada PNS yang non-job sebanyak 3 orang.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Munandar 
selaku Kepala Bidang Kinerja Badan Kepegawaian Kota Makassar 
mengatakan dari data diatas,mutasi atau perpindahan PNS telah 
dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku, dengan 
tetap memegang prinsip mutasi itu sendiri sebagai sarana 
pengembangan pada Instansi Pemerintahan dan PNS itu sendiri.  
 
B.  Pertimbangan dalam Mutasi di Kota Makassar 
Mutasi dalam kepegawaian terbagi menjadi dua yaitu mutasi 
jabatan dan mutasi tempat. Dalam Penelitian ini penulis hanya akan 
membahas mengenai mutasi jabatan yang terbagi atas dua yaitu 
promosi dan demosi. Dalam pelaksanaan mutasi baik itu promosi 
ataupun demosi ada pertimbangan-pertimbangan dalam 
pelaksanaannya. Salah satu pertimbangan dalam promosi jabatan 
atau kenaikan jabatan adalah penghargaan karena prestasi kerja 
sebagaimana diatur dalam pasal 72 angka satu (1)  : Promosi PNS 
dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, 
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kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian 
atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan 
pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi 
Pemerintah, tanpamembedakan jender, suku, agama, ras, dan 
golongan. 
Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu 
prestasi tertentu yang diberikan,baik oleh dan dari perorangan 
ataupun suatu lembaga. Dalam Undang-undang ASN juga diatur 
mengenai penghargaan. Pada Pasal 82 Undang-undang ASN 
menjelaskan bahwa PNS yang telah menunjukkan kecakapan, 
kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya 
dapat diberikan penghargaan62 
Bentuk-bentuk penghargaan : 
a. Tanda kehormatan 
b. Kenaikan pangkat istimewa 
c. Kesempatan prioritas untuk pengemban 
kompetensi;dan/atau 
d. Kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara 
kenegaraan. 
Pertimbangan dalam promosi juga diatur dalam Pasal 68 
ayat 2 : Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan 
berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, 
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dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, 
kualifikasi, dan persyaratn yang dimiliki oleh pegawai. Pasal 
tersebut mengisyaratkan bahwa ketentuan pertama dalam 
menempatkan pegawai kedalam jabatan tertentu dengan 
membandingkan antara kompetensi, kualifikasi,  
dan persyaratan pegawai dengan kompetensi,kualifikasi dan 
persyaratan jabatan. 
Untuk mutasi yang bersifat demosi atau penurununan 
jabatan merupakan bagian dari penghukuman sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 
mengatur tentang disiplin PNS yang berisi tentang 17 kewajiban 
dan 15 larangan. Peraturan Pemerintah ini dibuat sebagai 
panduan tentang pemberian penghargaan dan penghukuman 
pada PNS. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 
Tahun 2010  
1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari : 
a. Hukuman disiplin ringan 
b. Hukuman disiplin sedang 




2. Jenis Hukuman disiplin ringan terdiri atas :  
a. Teguran lisan 
b. Teguran tertulis  
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis  
3. Jenis Hukuman disiplin sedang terdiri atas : 
a. Penundaan kenaikan gaji secara berkala selama 1 (satu) 
tahun 
b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 
c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) 
tahun 
4. Jenis Hukuman disiplin berat terdiri atas :  
a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) 
tahun  
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih 
rendah  
c. Pembebasan dari jabatan  
d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
sebagai PNS 






Penghukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan 
sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku 
secara umum. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 
Bapak Munandar selaku Kepala Bidang Kinerja menyatakan bahwa 
:63 
 “Mutasi dalam bentuk Promosi dilakukan berdasarkan 
beberapa pertimbangan  seperti kepercayaan, Karena 
adanya penyegaran organisasi (4 tahun), Pengabdian, 
Pertimbangan Kompetensi, Kemampuan akademik, 
pendidikan, dan prestasi kerja yang bertujuan pada kinerja 
dan pelayanan publik serta seseorang dipromosikan kalau 
dia sudah menjabat di jabatannya minimal 2 tahun masa 
jabatan”  
 
Bapak Munandar juga menambahkan bahwa :64 
“untuk promosi PNS di BKD ini berpatokan pada PP Nomor  
100 Tahun 2000, kemudian mutasi dalam arti demosi yang 
dilakukan belum tentu merupakan suatu penghukuman 
walaupun terkadang seorang Pegawai Negeri Sipil di demosi 
karena melakukan suatu pelanggaran sehingga dijatuhi 
sanksi yaitu dengan demosi. Demosi bisa juga dilakukan 
karena adanya penyegaran organisasi dan juga karena ada 
suatu jabatan lowong yang pada saat itu hanya Pegawai 
Negeri Sipil tersebut yang bisa melakukannya oleh karena 
itu Pegawai Negeri tersebut di demosi” 
 
Mutasi yang bersifat promosi dan demosi yang dilakukan 
Badan Kepegawaian Kota Makassar berdasarkan pada 
pertimbangan-pertimbangan yang. Pada dasarnya promosi yang 
dilakukan oleh Badan Kepegawaian Kota Makassar salah satunya 
adalah penilain prestasi kerja yang berujung pada pemberian 
                                                          
63  Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kinerja Bapak Munandar S.H.,M.Si (18 Januari 2016) 
64  Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kinerja Bapak Munandar S.H.,M.Si (18 Januari 2016) 
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penghargaan untuk setiap pencapaian yang dilakukan oleh 
pegawai tersebut. Demosi yang dilakukan oleh Kepegawaian 
Daerah Kota Makassar dilakukan karena  
 
adanya pelanggaran yang artinya demosi yang dilakukan 
merupakan salah satu penerapan dari penghukuman sebagaimana 
diatur dalam PP nomor 53 tahun 2011 yang didalamnya diatur 
mengenai penurunan jabatan bagi PNS yang melakukan 
pelanggaran berat. 
   Berdasarkan Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Arham 
Alwi selaku Kepala bidang Pengembangan dan Kompetensi beliau 
menyatakan bahwa : 65 
 
“setiap mutasi yang dilakukan pimpinan Instansi 
Pemerintahan mempunyai dasar dan alasan yang jelas 
karena mutasi pegawai akan berdampak positif dan negatif 
sehingga dalam melakukan mutasi harus dengan 
pertimbangan-pertimbangan yang benar. Mutasi yang 
bersifat Promosi dilakukan salah satunya dengan 
pertimbangan prestasi kerja pegawai yang dapat berupa 
penghargaan karena selain pemberian satya lencana, salah 
satu bentuk dari penerapan penghargaan adalah kenaikan 
jabatan. 
 
Dari hasil wawancara diatas penulis berpendapat bahwa 
bahwa penghargaan karena prestasi kerja  merupakan salah satu 
                                                          
65 Hasil wawancara dengan Bapak Arham Alwi, S.Sos. Kepala Bidang Pengembangan dan 
Kompetensi (22 januari 2016) 
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pertimbangan saat dilakukannya promosi jabatan di BKD Kota 
Makassar. 
Berdasarkan Hasil wawancara Penulis dengan H. Baso 
Amiruddin selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah kota 
Makassar yang dipromosikan dari jabatan sebelumnya Kepala 
Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Makassar menyatakan 
bahwa66 : 
 
“Setelah beberapa tahun menjabat sebagai kepala Bagian 
Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Makassar yang 
kemudian di amanahkan dan dipercayakan untuk menjadi 
Kepala Badan Kepegawaian Kota Makassar yang tentunya 
dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti 
pendidikan, kepangkatan, SKP, rekam jejak dan juga diklat-
diklat yang sudah diikuti” 
  
 
Beliau juga menambahkan bahwa dirinya dilantik pada 13 Februari 
2015 bersama PNS lain yang mendapatkan promosi jabatan. 
Promosi yang dilakukan kepada H. Baso Amiruddin berpatokan 
pada PP Nomor 100 Tahun 2000 Pasal 5. Namun, pelaksanaan 
mutasi di Kota Makassar tidak sepenuhnya berdasarkan pada 
prestasi kerja pegawai tersebut. Karena Menurut Bapak Munandar 
selaku Kepala Bidang Kinerja menyatakan bahwa67 :  
“Prinsip reward di badan kepegawaian  disini adalah 
pegawai yang kerja ataupun tidak kerja tetap mendapatkan 
penghargaan. Prinsip reward yang sebenarnya belum 
diberlakukan disini dan baru akan merealisasikannya pada 
tahun ini” 
                                                          
66 Wawancara dengan Bapak H. Baso Amiruddin, S.E., M.M Kepala Badan Kepegawaian Daerah 
Kota Makassar ( Tgl 25 Januari 2016) 





Dari pernyataan diatas maka penulis berpendapat bahwa 
penghargaan (reward) yang dimaksudkan di BKD Kota Makassar 
adalah tidak berdasarkan pada prestasi kerja sehingga akan 
berpengaruh pada pelaksanaan mutasi. Dalam pertimbangan 
melakukan mutasi di Badan Kepegawaian Kota Makassar 
memang jelas salah satunya adalah penghargaan namun 
penghargaan dalam hal ini yang dimaksudkan oleh Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Makassar diberikan kepada PNS baik 
itu memiliki prestasi kerja ataupun tidak memiliki prestasi kerja, 
sehingga dapat memungkinkan terjadinya kesalahan dalam  
 
 
penempatan PNS pada suatu jabatan. Penghargaan yang 
seharusnya diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja 
yang baik tidak berpotensi mendapatkan penghargaan. 
Sementara dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam 
Pasal 82 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan 
bahwa PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, 
kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam 
melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.  
           Disiplin Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin 
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Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, 
larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau 
larangan-larangan dilanggar oleh PNS. Dalam Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil pada Pasal 7 diatur mengenai Tingkat dan jenis 
hukuman disiplin. Salah satu jenis hukuman dalam Pasal tersebut 
adalah pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat 
lebih rendah yang merupakan jenis hukuman disiplin berat. 
Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan Bapak 
Munandar selaku Kepala bidang Kinerja menyatakan bahwa68:  
“Demosi atau penurunan jabatan dilakukan karena 
beberapa alasan dan itu tidak harus pada saat pegawai 
melakukan pelanggaran, karena Demosi juga dapat 
dilakukan karena adanya penyegaran organisasi yang 
memang pada dasarnya tidak serta merta memilih 
pegawai secara acak  
 
untuk didemosi namun dengan melihat SKP ataupun 
kinerja dari pegawai tersebut” 
 
Belia juga menambahkan bahwa69 : 
“Pegawai yang mendapatkan penurunan jabatan atau 
demosi  karena penghukuman adalah pegawai yang 
melakukan pelanggaran berat yang telah di periksa 
oleh Inspektorat lalu inspektorat memberikan 
rekomendasi sanksi atau penghukuman untuk pegawai 
tersebut kemudian diserahkan ke Walikota dan untuk 
                                                          
68  Hasil wawancara dengan Bapak Munandar S.H.,M.Si Kepala Bidang Kinerja (Tgl 18 Januari 
2016) 




pegawai yang melakukan pelanggaran ringan hanya 
dilakukan pemanggilan kemudian menanyakan alasan 
melakukan pelanggaran dan itu dilakukan oleh bidang 
konseling di BKD” 
  
Demosi yang dilakukan Badan Kepegawaian Kota Makassar 
dengan beberapa alasan-alasan dan pertimbangan-
pertimbangan. Demosi tidak selalu karena seorang Pegawai 
melakukan pelanggaran karena demosi bisa juga terjadi apabila 
ada penyegaran organisasi. Inspektorat sebagai pengawas dan 
pemeriksa terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran 
melakukan pemanggilan terhadap pegawai yang bersangkutan 
kemudian memilih beberapa jenis sanksi yang akan diberikan 
kepada pegawai tersebut lalu diberikan ke Walikota. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak 
Jusman Madjid selaku Kepala Bagian Perencanaan di Inspektorat 
Kota Makassar menyatakan bahwa :70 
“Untuk pegawai yang  dilaporkan melakukan pelanggaran 
pertama kami berikan surat pemanggilan setelah itu ada ruangan 
khusus untuk menyakan hal-hal yang bersangkutan dengan  
 
pelanggaran yang dicurigai dilakukan oleh pegawai tersebut dan 
apabila terbukti melakukan pelanggaran kami membuat 
rekomendasi sanksi atau penghukuman terhadap pegawai 
tersebut yang kemudian diserahkan ke Walikota untuk memilih 
jenis sanksi yang diberikan. Jadi yang menentukan itu Walikota 
kami hanya memberikan rekomendasi penghukuman. 
                                                          
70  Hasil wawancara dengan Bapak Jusman Madjid Kepala Bagian Perencanaan Inspektorat Kota 
Makassar (Tanggal 5 Februari 2016) 
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Beliau juga menambahkan bahwa71: 
“Untuk tahun 2015 ada lebih dari 70 orang yang kami periksa 
namun yang terbukti melakukan pelanggaran itu hanya 50 orang 
saja karena tidak semua laporan yang masuk kesini itu benar 
itulah alasannya mengapa kami melakukan pemeriksaan terlebih 
dahulu” 
 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Andi Husni 
Staf Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar yang sebelumnya 
merupakan Lurah Kapasa Kecamatan Tamalanrea Kota 
Makassar mengatakan bahwa72: 
“ Saya dipindahkan ke Kecamatan Tamalanrea Kota 
Makassar sebagai staf yang sebelumnya saya lurah di 
Kapasa hanya  karna saya kadang terlambat dan tidak 
hadir di kantor karena saya juga memiliki sebuah usaha 
pribadi yang menyebabkan saya terkadang tak dapat 
hadir di kantor ataupun terlambat” 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis berpendapat bahwa 
Sanksi ataupun penghukuman yang harusnya diberikan kepada 
Andi Husni  adalah pemanggilan untuk diberikan teguran secara 
lisan ataupun tertulis sebagaimana  Dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 7 karena jenis pelanggaran yang 
dilakukan adalah pelanggaran ringanyang seharusnya juga 
mendapatkan sanksi  
                                                          
71 Hasil wawancara dengan Bapak Jusman Madjid Kepala Bagian Perencanaan Inspektorat Kota 
Makassar (Tgl 5 Februari 2016) 
72 Hasil wawancara dengan Staf Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar (Tgl 20 Januari 2016) 
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ataupun penghukuman yang ringan sesuai dengan peraturan 
yang berlaku.  
Pelaksanaan mutasi sebagai penerapan dari penghargaan 
dan penghukuman belum sepenuhnya efektif dan berjalan 
sebagaimana mestinya karena masih belum diterapkannya 
prinsip penghargaan (reward) berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan juga penjatuhan sanksi yang tidak tepat terhadap 

















A.  Kesimpulan 
1. Pelaksanaan mutasi ASN yang berstatus PNS Kota Makassar 
dengan berpedoman pada prinsip dan manajemen dari ASN 
belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang diatur dalam 
Peraturan Perundang-undangan karena Undang-undang ASN 
tidak diikuti dengan PP sehingga masih menggunakan PP lama 
dan berdampak pada prosedur dalam mutasi ASN itu sendiri 
yang dimana dalam hal ini Baperjakat masih mengambil peran 
dalam menentukan mutasi pegawai sementara dalam Undang-
undang Nomor 5 tahun 2014 tidak diatur mengenai Baperjakat 
tetapi tim penilai ASN.  
 
2.  Mutasi ASN yang berstatus PNS ada dalam bentuk promosi dan 
demosi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota 
Makassar. Mutasi sebagai penerapan penghargaan dan 
penghukuman dalam pertimbangan mutasi Kota Makassar masih 
belum efektif atau berjalan sebagaimana mestinya. Kurang 
tepatnya Penjatuhan sanksi yang diberikan terhadap pegawai 
yang melakukan pelanggaran serta prinsip penghargaan 
(reward) yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Kota 
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Makassar belum sesuai dengan Peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Mutasi Pegawai Negeri Sipil baik yang berupa 
promosi ataupun demosi pada kenyataannya belum relevan 
dengan pemberian penghargaan dan penghukuman karena 
pemberian penghargaan dan penghukuman bagi Pegawai 
Negeri Sipil masih parsial dan insidentil hal ini disebabkan 
karena belum adanya Peraturan yang jelas mengatur mengenai 
penghargaan. 
 
 B.  Saran 
1. Hendaknya prosedur mutasi ASN yang berstatus PNS di Kota 
Makassar berdasarkan kriteria mutasi untuk mengusahakan 
pegawai yang tepat pada tempat yang tepat. Mutasi pegawai 
mampu meningkatkan semangat dan kegairahan kerja. Sehingga 
berimplikasi terhadap penyelenggaraan pelayanan Pemerintah 
Kota Makassar. Pemerintah secepatnya harus mengeluarkan PP 
mengenai Prosedur mutasi yang sesuai dengan Undang-undang 
ASN. 
2. Alasan yang menjadi dasar mutasi baik promosi ataupun demosi 
harus jelas dan kongkrit mengenai prestasi kerja dan pelanggaran 
yang dilakukan PNS sehingga tidak menimbulkan dampak 
negative bagi PNS yang mendapatkan mutasi dan terjadi 
sinergitas pada instansi yang ditempatkan. Perlu adanya PP  yang 
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jelas mengenai penghargaan dan penghukuman yang sesuai dan 
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